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ABSTRACT

Governance and development efforts to implement national and local levels can run 
smoothly largely depends on the perfection of the State apparatus, which in its function must 
be professional and neutral character of the influence of all groups and political parties, 
and does not discriminate in providing services to the community in order to realize the 
welfare of society. To realize the neutrality of the State Apparatus, the central government 
is trying to give a neutral space of the apparatus of government both at central and local 
levels, however, the reality is often found to realize it is not easy. Various allegations of lack 
of neutrality of State Apparatus including regional secretary still often expressed by the 
public, especially during the General Election of Regional Head and Deputy Head of the 
candidates came from previously elected regional head (incumbent). It is not separated from 
the vagueness of the norm (vogue norm), associated with the filling of the post of secretary of 
the province are included in the Position Leader High as stipulated in Article 19 paragraph 
(3) of Law No. 5 of 2014 on the Reform of Civil State, stating for High leadership positions 
defined competency requirements, qualifications, rank, education and training, track record 
position and integrity, as well as other necessary requirements. The above provisions are not 
clear in stating the requirements that must be met by candidates for secretary of the province 
to ensure neutrality. This study is a normative law research that examines the ingredients 
literature that primary legal materials and secondary law. This study uses the approach 
of legislation and approach the concept. In the data collection is done by steps searches 
theories, concepts, principles, and an inventory of rule of law relating to the research problem. 
The conclusion relating to the cases in this study, namely charging Position Leader 
Higher done in an open and competitive among Civil Servants by taking into account the 
requirements of competence, qualifications, rank, education and training, track record 
positions, and intergitas and other requirements needed in accordance with the legislation 
reflects to realize the secretaries of provincial officials were neutral.

Keywords: neutrality, competence, Position openly charging

I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara  
Republ�k Indones�a Tahun 1945 Pasal 1 
ayat (1) menegaskan Negara Indones�a 
�alah Negara Kesatuan berbentuk Republ�k. 

Dalam Negara Kesatuan Republ�k Indones�a 
kedaulatan negara adalah tunggal, art�nya 
Pemer�ntah Pusat memegang kekuasaan 
secara penuh. Namun meng�ngat Negara 
Indones�a sangat luas terd�r� dar� atas 
puluhan r�bu pulau besar dan kec�l, dan 
penduduknya terd�r� dar� beragam suku 
bangsa, beragam etn�s, beragam golongan, 
dan memeluk agama yang berbeda-beda 
maka t�dak mungk�n j�ka segala sesuatunya 
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d�urus seluruhnya oleh Pemer�ntah Pusat 
yang berkedudukan d� �bukota negara. 
Seh�ngga untuk mengurus penyelenggaraan 
pemer�ntahan negara sampa� kepada seluruh 
pelosok daerah maka perlu d�bentuk suatu 
pemer�ntahan daerah, sesua� dengan amanat 
Undang-Undang Dasar Negara Republ�k 
Indones�a Tahun 1945.2  

Pemer�ntahan Daerah dalam Negara 
Kesatuan merupakan satu kesatuan dengan 
Pemer�ntahan Nas�onal. Suatu Negara 
d�sebut kesatuan, apab�la dalam l�ngkungan 
Negara �tu terdapat daerah yang d�sebut 
Negara.3 Negara Kesatuan adalah Negara 
tunggal, Negara yang terd�r� dar� satu 
Negara saja, betapapun besar dan kec�lnya. 
Hubungan kedalam maupun keluar adalah 
kesatuan.4 Sejalan dengan �tu, keb�jakan yang 
d�buat dan d�laksanakan oleh Pemer�ntah 
Daerah merupakan bag�an dar� urusan 
negara yang d�laksanakan oleh Pemer�ntah 
Pusat. Pembedanya adalah terletak pada 
baga�mana memanfaatkan kear�fan, potens�, 
inovasi, daya saing, dan kreatifitas Daerah 
untuk mencapa� tujuan nas�onal d� t�ngkat 
lokal yang pada g�l�rannya akan mendukung 
pencapa�an tujuan nas�onal secara 
keseluruhan  sebaga�mana d�amanatkan pada 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republ�k Indones�a Tahun 1945 adalah 
mel�ndung� segenap Bangsa Indones�a 
dan seluruh Tumpah Darah Indones�a dan 
memajukan kecerdasan keh�dupan Bangsa 
dan �kut melaksanakan ketert�ban dun�a 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdama�an 

2 Sunarno S�swanto, 2012, Hukum Pemerintahan 
Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.54.

3 Ellydar Cha�d�r, 2008, Sistem Pemerintahan Negara 
Republik Indonesia, Pasca Perubahan Undang-
Undang Dasar 1945, Total Med�a, Yogyakarta, 
hlm.57.

4 Busr�zalt�, H.M, 2013, Hukum Pemda, Otonomi, dan 
Implikasinya, Total Med�a, Jakarta, hlm.18.

5 Hart�n�, Sr� Setajen Kadars�h dan Sudrajat Ted�, 2010, 
Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm.98.

abad�, dan kead�lan sos�al. Tujuan  nas�onal 
tersebut hanya dapat tercapa� melalu� 
pembangunan yang bertujuan untuk 
men�ngkatkan kesejahteraan masyarakat 
dan membangun keh�dupan demokras� yang 
leb�h ba�k. Kelancaran penyelenggaraan 
pemer�ntahan dan pelaksanaan pembangunan 
nas�onal �tu terutama sekal� tergantung 
pada kesempurnaan Aparatur Negara.5 

Kesempurnaan Aparatur Negara pada 
pokoknya tergantung dar� kesempurnaan 
pegawa� neger�. Sementara �tu, demokras� 
yang d�maksud adalah pemer�ntahan 
yang menjam�n dan leb�h berp�hak pada 
rakyat, member�kan kemerdekaan yang 
nyata kepada rakyat dalam menyampa�kan 
asp�ras�nya dalam keh�dupan pol�t�k bangsa 
dengan tanpa adanya tekanan pol�t�k atau 
pol�t�k yang merug�kan rakyat. 

Untuk dapat mewujudkan netral�tas 
pemer�ntahan ba�k d� d� t�ngkat d� pusat 
maupun d� t�ngkat daerah sudah merupakan 
tekad dar� pemer�ntah, meng�ngat netral�tas 
Aparatur Negara sangat d�butuhkan 
bag� organ�sas� pemer�ntahan yang m�s� 
utamanya adalah mengatur dan melayan� 
dan memberdayakan masyarakat agar 
terwujud kesejahteraan masyarakat. 
Ket�daknetralan juga akan menyebabkannya 
kacaunya manajemen kepegawa�an, t�dak 
berjalannya pola kar�er yang benar karena 
d�dom�nas� oleh unsur kekuasaan, serta 
penyelenggaraan pemer�ntahan yang 
jauh dar� profes�onal�sme. Penegasan 
yang mengarahkan netral�tas aparatur 
pemer�ntahan d�tuangkan dalam Pasal 9 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur S�p�l Negara, d�sebutkan 
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bahwa Pegawa� Aparatur S�p�l Negara harus 
bebas dar� pengaruh dan �ntervens� semua 
golongan dan parta� pol�t�k. Berdasarkan 
ketentuan tersebut Pegawa� Aparatur S�p�l 
Negara sebaga� unsur aparatur negara harus 
netral dar� pengaruh semua golongan dan 
Parta� Pol�t�k, dalam  member�kan pelayanan 
kepada masyarakat  harus berlaku  ad�l dan 
netral. Ketentuan �n� berlaku bag� seluruh 
aparatur pemer�ntahan ba�k yang berada 
d� t�ngkat pusat maupun daerah termasuk 
sekretar�s daerah prov�ns� yang merupakan 
jabatan kar�er  tert�ngg�  pada pemer�ntah 
daerah. Namun dalam real�tanya t�daklah 
mudah untuk mewujudkan netral�tas pada 
aparatur pemer�ntahan �n�. Berbaga� tud�ngan 
ket�daknetralan sekretar�s daerah, termasuk 
d� Daerah Bal�  mas�h ser�ng d�kemukakan 
masyarakat melalu� med�a massa   terutama 
pada waktu pem�l�han umum kepala 
daerah dan wak�l kepala daerah yang salah 
satu calonnya berasal dar� kepala daerah 
sebelumnya (incumbent). Dengan kata 
la�n t�dak jarang jabatan sekretar�s daerah 
d��s� oleh orang-orang yang mempunya� 
hubungan pol�t�k yang kuat dengan parta� 
pol�t�k atau berjasa dengan kepala daerah 
terp�l�h dalam pem�l�han kepala daerah dan 
wak�l kepala daerah. Para T�m Sukses dar�  
Pegawa� Neger� S�p�l sudah barang tentu 
mendapat �mbalan/kompensas� dar� yang 
telah d�lakukannya.

Secara normat�f fenomena sepert� 
tersebut d� atas t�dak terlepas dar� terjad�nya 
kekaburan norma terka�t dengan peng�s�an 
jabatan sekretar�s daerah prov�ns� yang 
merupakan jabatan eselon I.b,  d�mana  
sesua� dengan Pasal 131 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur S�p�l 
Negara, setara dengan jabatan p�mp�nan 
t�ngg� madya. Berdasarkan Pasal 108 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 
tentang Aparatur S�p�l Negara, d�tentukan 
bahwa peng�s�an jabatan p�mp�nan t�ngg� 
utama dan  madya pada kementer�an 
kesekretar�atan lembaga negara, lembaga 
non struktural,dan �nstans� daerah d�lakukan 
d�kalangan  PNS dengan memperhat�kan 
syarat kompotensi, kualifikasi, kepangkatan, 
pend�d�kan dan lat�han, rekam jejak jabatan, 
dan �ntegr�tas serta persyaratan la�nnya 
yang d�butuhkan sesua� dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. D� dalam 
ketentuan  tersebut d� atas t�dak mengatur 
secara tegas mengena� syarat-syarat yang 
waj�b d�penuh� oleh calon sekretar�s daerah 
prov�ns� yang dapat menjam�n netral�tasnya. 
Oleh karena �tu perlu d�lakukan pengkaj�an 
mengena� permasalahan d�atas yang 
selanjutnya akan d�ura�kan d�dalam karya 
�lm�ah �n�.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang 

d�atas, dapat d�rumuskan permasalahan 
sebaga� ber�kut: 
1. Produk hukum apakah yang mengatur 

pengangkatan pejabat dalam peng�s�an 
jabatan sekretar�s daerah prov�ns�? 

2. Persyaratan apakah yang harus d�atur 
dalam peraturan perundang-undangan 
terka�t dengan pengangkatan pejabat 
sekretar�s daerah prov�ns� untuk 
dapat  mewujudkan pejabat  Sekretar�s 
Daerah Prov�ns� yang netral?

1.3. Tujuan Penelitian
Secara umum, penel�t�an bertujuan 

untuk pengembangan �lmu hukum 
terutama b�dang Hukum Adm�n�stras�, 
Hukum Pemer�ntahan Daerah dan Hukum 
Kepegawa�an yang berka�tan dengan 
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8 Anon�m, 2013, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian 
Tesis dan Penulisan Tesis Program Studi Magister 
(S2) Ilmu Hukum, Program Stud� Mag�ster (S2) Ilmu 
Hukum Program Pascasarjana Un�vers�tas Udayana, 
hlm.30.

9 J�mly Assh�dd�q�e, 2010, Konstitusi dan 
Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm.132.

10 SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2009, Pokok-Pokok 
Hukum Administrasi Negara, L�berty, Yogyakarta, 
hlm.52.

6 Mukt� Fajar Nd & Yul�anto Achmad, 2010, Dualisme 
Penelitian Hukum Normative & Empiris, Pustaka 
Belajar, hlm.36

7 Johny Ibrah�m, 2011, Teori dan Metode Penelitian 
Hukum Normatif, Banyumed�a Publ�sh�ng, Malang, 
hlm.57.

pengangkatan sekretar�s daerah dalam upaya 
mewujudkan netral�tas Pegawa� Neger� S�p�l 
Daerah.

Adapun tujuan khususnya adalah untuk 
mengkaj� dan menganal�s�s persyaratan yang 
d�tentukan dalam Peraturan Perundang-
Undangan terka�t dengan pengangkatan 
Jabatan Sekretar�s Daerah Prov�ns� telah 
mencerm�nkan upaya mewujudkan pejabat 
sekretar�s daerah prov�ns� yang netral atau 
belum.

II. METODE PENELIAN
Metode yang d�gunakan dalam 

Penel�t�an �n� adalah dengan penel�t�an 
hukum normat�f. D�dalam melakukan 
penel�t�an normat�f, maka akan memula� 
dar� suatu per�st�wa hukum dan selanjutnya 
akan d�car� rujukan pada s�stem norma, 
sepert� peraturan perundang-undangan, asas-
asas hukum maupun doktr�n-doktr�n hukum 
yang d�ajarkan para ahl� untuk mencar� 
konstruks� hukum maupun hubungan 
hukum.6 Sesua� dengan permasalahan yang 
d�kaj� maka pendekatan yang d�pergunakan 
adalah pendekatan perundang-undangan dan 
pendekatan konseptual.

Adapun sumber bahan hukum yang 
d�pergunakan dalam penel�t�an hukum 
normat�f, mempergunakan bahan hukum 
pr�mer dan sekunder.7 Bahan hukum 
pr�mer terd�r� dar� beberapa jen�s peraturan 
perundang-undangan khususnya yang 
mengatur mengena� pengangkatan sekretar�s 
daerah prov�ns� dan netral�tas aparatur s�p�l 
negara.  

Sedangkan bahan hukum sekunder 
yang d�gunakan mel�put� buku-buku ataupun 
l�teratur-l�teratur hukum, jurnal-jurnal 
hukum, pendapat para sarjana yang relevan 
dengan permasalahan yang d�tel�t�. 

Keseluruhan bahan hukum tersebut 
d�kumpulkan dengan mempergunakan stud� 
kepustakaan yang kemud�an d�anal�s�s dengan 
tekn�k deskr�ps� dan tekn�k �nterprestas�.8

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Produk Hukum yang Mengatur 

Pengangkatan Pejabat dalam 
pengisian jabatan Sekretaris Daerah 
Provinsi
J�mly Assh�dd�q�e mengemukakan 

bahwa Indones�a adalah negara hukum.9 

D�anutnya negara hukum d� Indones�a 
d�tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republ�k Indones�a 
Tahun 1945 yang menyatakan Negara 
Indones�a adalah negara hukum. Hal �n� 
berart�, bahwa Negara Indones�a dalam 
melaksanakan akt�v�tas kenegaraannya 
harus berdasarkan hukum yang berlaku. 
Secara Konst�tus�onal Negara Indones�a 
menganut pr�ns�p Negara Hukum yang 
d�nam�s atau welfare state, dengan dem�k�an 
tugas pemer�ntah beg�tu luas. Pemer�ntah 
waj�b member�kan perl�ndungan kepada 
masyarakat yang salah satunya d� b�dang 
hukum.10 
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11 Anwar C, 2011, Teori dan Hukum , Konstitusi, 
Paradigma Kedudukan dalam UUD 1945 Implikasi 
dan Implementasinya pada Lembaga Negara, Instrans 
Publ�sh�ng, Malang, hlm.57.

12 Dasr�l Radjab, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, 
R�neka C�pta, Jakarta, hlm.27.

Pr�ns�p Negara Hukum d� Indones�a 
juga d�kemukakan oleh Anwar C, yang 
menyatakan bahwa unsur Negara Hukum 
Indones�a, ya�tu : 

a. Ada UUD yang m�n�mal mengatur 
pembag�an dan pembatasan 
kekuasaan dalam Negara, adanya 
perl�ndungan HAM.

b. Supremas� Hukum (Supremacy of 
Law).

c. Persamaan dalam hukum (Due 
Proces of law).

d. Perad�lan bebas dan t�dak mem�hak.
e. Perad�lan Tata Usaha Negara.
f. Perad�lan Tata Negara (Constitutional 

Court).
g. Perl�ndungan hukum terhadap Hak 

Asas� Manus�a.
h. Bers�fat demokras� (Democratitiehe 

Rechstaat).11

Dengan d�anutnya negara hukum 
maka pemer�ntah dan lembaga-lembaga 
negara yang la�n dalam melaksanakan 
t�ndakan apapun  harus d�landas� hukum 
atau harus dapat d�pertanggungjawabkan 
secara hukum.  Sesua� denga pendapat 
A. Ham�d S. Atam�m�, yang menyatakan 
Indones�a adalah Negara berdasarkan atas 
Hukum (Rechtstaat).12 Menurut Burken 
bahwa suatu negara dapat d�katakan sebaga� 
negara hukum (rechtaat) apab�la memenuh� 
syarat-syarat:
1. Azas legal�tas. Set�ap t�ndakan 

pemer�ntahan harus d�dasarkan atas 
peraturan perundang-undangan 
(watterlijk gronslag. Dengan landasan 

�n�, undang-undang send�r� merupakan 
tumpuan dasar t�ndak pemer�ntahan. 
Dalam hubungan �n� pembentukan 
undang-undang merupakan bag�an 
pent�ng dar� negara hukum.

2. Pembag�an kekuasaan. Syarat �n� 
mengandung makna bahwa kekuasaan 
negara t�dak boleh hanya bertumpu 
pada satu tangan.

3. Hak-hak dasar (grondrechten), 
merupakan sasaran perl�ndungan 
dar� pemer�ntahan terhadap rakyat 
dan sekal�gus membatas� kekuasaan 
pembentuk undang-undang.

4. Pengawasan pengad�lan bag� rakyat 
tersed�a.
Sesua� dengan syarat-syarat dapat 

d�sebutnya sebaga� negara hukum dar� 
Burken pada syarat pertama ya�tu azas 
legal�tas, apab�la d�ka�tkan dengan 
pengangkatan sekretar�s daerah prov�ns� 
d�wujudkan dalam bentuk undang-undang 
dan peraturan perundang-undangan la�nnya 
yang mengatur pengangkatan sekretar�s 
daerah prov�ns�. Sehubungan dengan azas 
legal�tas dalam pengangkatan sekretar�s 
daerah prov�ns� d�atur dalam  Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur S�p�l Negara, Peraturan Pemer�ntah 
Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemer�ntah Nomor 100 
Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawa� 
Neger� Dalam Jabatan Struktural dan 
Peraturan Menter� Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformas� Republ�k Indones�a 
Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara 
Peng�s�an Jabatan P�mp�nan T�ngg� Secara 
Terbuka D�l�ngkungan Instans� Pemer�ntah. 
Jabatan Struktural adalah kedudukan 
yang menunjukkan tugas dan tanggung 
jawab, wewenang dan hak seorang PNS 
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dalam rangka mem�mp�n suatu organ�sas�. 
Pengangkatan Pegawa� Neger� S�p�l 
(PNS) dalam jabatan struktural  antara la�n 
d�maksudkan untuk memb�na kar�er PNS 
dalam jabatan struktural dan kepangkatan 
sesua� dengan persyaratan yang d�tetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan. 
Sekretar�s daerah prov�ns� adalah jabatan 
eselon Ib yang merupakan jabatan struktural 
tert�ngg� pada pemer�ntah daerah prov�ns�, 
yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur S�p�l Negara, 
eselon Ib setara dengan jabatan p�mp�nan 
t�ngg� madya.  Mengena� Pengangkatan 
Jabatan p�mp�nan t�ngg� madya  d�atur 
dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
S�p�l Negara, d�sebutkan bahwa untuk 
set�ap jabatan p�mp�nan t�ngg� d�tetapkan 
syarat kompotensi, kualifikasi, kepangkatan, 
pend�d�kan dan pelat�han, rekam jejak 
jabatan dan �ntegr�tas, serta peryaratan la�n 
yang d�butuhkan. 

Selanjutnya mengena� peng�s�an 
jabatan p�mp�nan t�ngg� madya d� �nstans� 
daerah d�atur dalam Pasal 114 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur S�p�l Negara sebaga� ber�kut:
(1) Peng�s�an jabatan p�mp�nan t�ngg� 

madya d� t�ngkat prov�ns� d�lakukan 
oleh pejabat Pemb�na kepegawa�an 
dengan terleb�h dahulu membentuk 
pan�t�a seleks�.

(2) Pan�t�a seleks� sebaga�mana d�maksud 
pada p�mp�nan t�ngg� madya untuk 
set�ap 1 (satu) lowongan jabatan.

(3) T�ga calon nama pejabat p�mp�nan 
t�ngg� madya yang terp�l�h sebaga�man 
d�maksud pada ayat (2) d�sampa�kan 
kepada pejabat Pemb�na kepegawa�an.

(4) Pejabat Pemb�na kepegawa�an 

mengusulkan 3 (t�ga) nama calon pejabat 
p�mp�nan t�ngg� madya sebaga�mana 
pada ayat (3) kepada Pres�den melalu� 
menter� yang menyelenggarakan 
urusan pemer�ntahan dalam neger�.

(5) Pres�den mem�l�h 1 (satu) nama dar� 
3 (t�ga) nama calon yang d�sampa�kan 
untuk d�tetapkan sebaga� p�mp�nan 
t�ngg� madya.

Leb�h lanjut d� dalam Pasal 5 
Peraturan Pemer�ntah Nomor 100 Tahun 
2000 tentang Pengangkatan Pegawa� Neger� 
S�p�l Dalam Jabatan Struktural, d�tentukan 
bahwa peryaratan Pegawa� Neger� S�p�l 
yang akan d�angkat dalam jabatan struktural, 
antara la�n: berstatus Pegawa� Neger� S�p�l, 
serendah-rendahnya mem�l�k� pangkat satu 
t�ngkat d� bawah jenjang pangkat yang 
ditentukan,  memiliki kualifikasi dan tingkat 
pend�d�kan yang d�tentukan, semua unsur 
pen�la�an prestas� kerja bern�la� ba�k dalam 
dua tahun terakh�r, mem�l�k� kompotens� 
jabatan yang d�perlukan, sehat jasman� dan 
rohan�. Peng�s�an jabatan p�mp�nan t�ngg� 
secara terbuka d�atur dalam Peraturan 
Menter� Pendayagunaan Aparatur dan 
Reformas� B�rokras� Nomor 13 Tahun 
2014 tentang Tata Cara Peng�s�an Jabatan 
P�mp�nan T�ngg� Secara Terbuka D� 
L�ngkungan Instans� Pemer�ntah, d� mana 
dalam lamp�rannya antara la�n d�sebutkan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 
5 Tahun  2014 tentang Aparatur S�p�l 
Negara, antara la�n mengamanatkan  bahwa 
peng�s�an jabatan p�mp�nan t�ngg� utama dan 
madya pada kementer�an, kesekretar�atan 
lembaga negara, lembaga nonstruktural, 
dan �nstans� Daerah d�lakukan secara 
terbuka dan kompet�t�f d� kalangan PNS 
dengan memperhat�kan syarat kompetens�, 
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kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan 
lat�han, rekam jejak jabatan, dan �ntegr�tas 
serta peryaratan la�n yang d�butuhkan 
sesua� dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan d�lakukan pada 
t�ngkat nas�onal. Pada dasarnya Peraturan 
Menter� Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan reformas� B�rokras� Nomor 13 Tahun 
2014 tersebut merupakan pedoman bag� 
Pemer�ntah ba�k d� Pusat maupun Daerah 
dalam melaksanakan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Negara khususnya mengena� peng�s�an 
jabatan p�mp�nan t�ngg� utama dan madya 
termasuk sekretar�s daerah prov�ns� yang 
merupakan jabatan p�mp�nan t�ngg� madya 
d� daerah prov�ns�. Oleh karena �tu, secara 
subtans� dalam peng�s�an jabatan sekrtetar�s 
daerah prov�ns� harus  berpedoman pada 
Peraturan Menter� Pendayagunaan Aparatur 
dan Reformas� B�rokras� Nomor 13 Tahun 
2014 tentang Tata Cara Peng�s�an Jabatan 
P�mp�nan T�ngg� Secara Terbuka d� 
L�ngkungan Instans� Pemer�ntah. 

Peraturan perundang-undangan 
tersebut d�atas, adalah merupakan landasan 
hukum yang d�tetapkan oleh Pemer�ntah 
dalam pengangkatan sekretar�s daerah 
prov�ns�, dan dengan d�aturnya pengangkatan 
sekretar�s daerah prov�ns� dalam suatu produk 
hukum akan dapat d�h�ndar�nya t�ndakan 
sewenang-wenang dar� pemer�ntah atau 
badan yang mempunya� kewenangan dalam 
pengangkatan sekretar�s daerah prov�ns�.

3.2 Persyaratan yang Menjamin 
Netralitas dalam pengangkatan 
Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi
Berb�cara mengena�  netral�tas 

b�rokras� telah d�tegaskan dalam Pasal 9 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur S�p�l Negara yang 
menyebutkan bahwa Pegawa� Aparatur 
S�p�l Negara harus bebas dar� pengaruh dan 
�ntervens� semua golonagan dan parta� pol�t�k. 
Ketentuan tersebut merupakan perwujudan 
keb�jakan dan manajemen Aparatur S�p�l 
Negara (ASN) yang menganut asas netral�tas, 
yakn� untuk menc�ptakan pegawa� Aparatur 
S�p�l Negara yang profes�onal dan berk�nerja, 
seh�ngga dapat member�kan pelayanan 
secara ad�l dan netral menjad� perekat dan 
pemersatu bangsa. Maka dar� �tu untuk dapat 
menjalankan tugas pelayanan publ�k, tugas 
pemer�ntahan, dan tugas pembangunan 
profes� dan manajemen  Pegawa� Aparatur 
S�p�l Negara berdasarkan pada S�stem 
Merit atau perbandingan antara kualifikasi, 
kompetens�, dan k�nerja yang d�m�l�k� oleh 
calon dalam rekru�tment, pengangkatan, 
penempatan, dan promos� pada jabatan yang 
d�laksanakan secara terbuka dan kompet�t�f, 
sejalan dengan tata kelola pemer�ntahan 
yang ba�k. 

Pengangkatan Pegawa� Neger� S�p�l 
dalam jabatan merupakan salah satu bag�an 
dar� keb�jakan dalam manajemen Pegawa� 
Neger� S�p�l. Pada penjelasan leb�h lanjut, 
jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan 
tugas dan tanggungjawab, wewenang dan hak 
seorang Pegawa� Neger� S�p�l dalam suatu 
jabatan dalam suatu organ�sas� negara. Pada 
pengangkatan dalam jabatan d�kenal dengan 
adanya �st�lah jabatan kar�er. Jabatan kar�er 
merupakan jabatan struktural dan fungs�onal 
yang hanya dapat d�duduk� oleh Pegawa� 
Neger� S�p�l setelah memenuh� syarat yang 
d�tentukan. 

Selanjutnya Jabatan struktural 
merupakan kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan 
hak seorang Pegawa� Neger� S�p�l dalam 
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mem�mp�n satuan organ�sas� negara. 
Pengangkatan Pegawa� Neger� S�p�l dalam 
jabatan Struktural antara la�n d�maksudkan 
untuk memb�na kar�er Pegawa� Neger� S�p�l 
dalam jabatan sesua� dengan persyaratan 
yang d�tetapkan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku  Mengena� 
Pengangkatan Pegawa� Neger� S�p�l Dalam 
jabatan tertentu d�atur dalam Pasal 68 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur S�p�l Negara, 
d�mana d�dalamnya menyebutkan bahwa 
pengangkatan Pegawa� Neger� S�p�l dalam 
jabatan tertentu berdasarkan perband�ngan 
obyektif antara kompetensi, kualifikasi, 
dan peryaratan yang d�butuhkan oleh 
jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan 
persyaratan yang d�m�l�k� oleh pegawa�. 
Leb�h lanjut untuk pengangkatan Pegawa� 
Neger� S�p�l dalam jabatan p�mp�nan 
t�ngg� madya pada daerah prov�ns�, ya�tu 
sekretar�s daerah prov�ns� berdasarkan 
Pasal  108 ayat (1)  Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
S�p�l Negara,  d�lakukan secara terbuka dan 
kompet�t�f d� kalangan Pegawa� Neger� S�p�l 
dengan memperhat�kan syarat kompetens�, 
kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan 
lat�han, rekam jejak jabatan, �ntegr�tas serta 
peryaratan la�n yang d�butuhkan sesua� 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  Untuk peng�s�an jabatan 
struktural  sekretra�s daerah prov�ns� d�atur 
dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur S�p�l Negara, 
ya�tu Pemb�na Kepegawa�an  yang kalau d� 
daerah prov�ns� adalah gubernur mengamb�l 
langkah–langkah dengan membentuk 
Pan�t�a Seleks� (Pansel), d�mana Pan�t�a 
Seleks� (pansel) mem�l�h 3 (t�ga) nama calon 
untuk lowongan tersebut dan d�sampa�kan 

kepada Penjabat Pemb�na Kepegawa�an dan 
selanjutnya  Penjabat Pemb�na Kepegawa�an 
mengusulkan 3 (t�ga) nama calon pejabat 
p�mp�nan t�ngg� madya tersebut kepada 
Pres�den melalu� Menter� Dalam Neger�.  
Leb�h lanjut Pres�den d�bantu oleh T�m 
mem�l�h 1 (satu) nama dar� 3 (t�ga) nama 
calon yang d�sampa�akan untuk d�tetapkan 
sebaga� pejabat p�mp�nan t�ngg� madya atau 
sekretar�s daerah prov�ns�.

Melalu� yang mekan�sme yang 
d�lakukan secara terbuka yang dapat d��kut� 
oleh seluruh Pegawa� Neger� S�p�l yang 
memenuh� syarat untuk dapat d�angkat 
dalam jabatan struktural sekretar�s daerah, 
serta melalu� Pan�t�a Seleks� (Pansel) yang 
d�bentuk oleh Penjabat Pemb�na Kepegawa�an 
kewenangan Penjabat Kepegawa�an Daerah 
hanya mengusulkan 3 (t�ga) nama  dar� has�l 
p�l�han yang d�sampa�kan Pan�t�a Seleks�  
(Pansel) kepada Pres�den melalu� Menter� 
Dalam Neger� untuk d�tetapkan salah 
satunya sebaga� sekretar�s daerah prov�ns�, 
akan  menjam�n seorang penjabat sekretar�s 
daerah yang netral dalam melaksanakan 
tugas, wewenang dan kewaj�bannya sebaga� 
seorang sekretar�s daerah.

IV. PENUTUP
4.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan sepert� yang 
telah d�ura�kan d� atas, maka dapat d�amb�l 
suatu s�mpulan sebaga� ber�kut : 
1. Produk hukum yang mengatur 

pengangkatan jabatan sekretar�s daerah 
prov�ns� yang merupakan jabatan 
p�mp�nan t�ngg� madya d�atur dalam 
Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
S�p�l Negara, yang menyebutkan 
bahwa untuk set�ap jabatan p�mp�nan 
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t�ngg� d�tetapkan syarat kompetens�, 
kualifikasi, kepangkatan, pendidikan 
dan pelat�han, rekam jejak jabatan dan 
�ntegr�tas serta persyaratan la�n yang 
d�butuhkan sesua� dengan peraturan 
perundang-undangan, dan Pasal 13 
ayat (3) Peraturan Pemer�ntah Nomor 
3 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pem�ndahan dan 
Pemberhent�an Pegawa� Neger� S�p�l 
yang d�angkat dalam jabatan struktural 
harus memenuh� syarat untuk d�angkat 
dalam jabatan struktural. 

2. Pengangkatan sekretar�s  daerah 
prov�ns� yang merupakan jabatan 
p�mp�nan t�ngg� madya, d�tetapkan 
berdasarkan kompetensi, kualifikasi, 
kepangkatan, pend�d�kan dan pelat�han, 
rekam jejak jabatan dan �ntegr�tas, serta 
persyaratan la�n yang d�butuhkan, dan 
mekan�smenya melalu� seleks� terbuka 
bag� seluruh Pegawa� Neger�  S�p�l 
dalam l�ngkup w�layah prov�ns� yang 
memenuh� syarat untuk dapat d�angkat 
sebaga� pejabat struktural sekretar�s 
daerah prov�ns� telah mencerm�nkan 
upaya mewujudkan penjabat sekretar�s 
daerah prov�ns� yang netral.

4.2 Saran
Saran yang dapat d�ber�kan adalah :
1. Bahwa  dalam pemb�naan kar�er dan 

menjaga netral�tas Pegawa� Neger� 
S�p�l, maka pengangkatan Pegawa� 
Neger� S�p�l dalam jabatan struktural 
sekretar�s daerah prov�ns�  yang 
merupakan jabatan tert�ngg� d� daerah 
prov�ns� harus d�lakukan secara terbuka 
dengan persyaratan serta mekan�sme 
harus berpedoman pada Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur S�p�l Negara. 
2. Bahwa  sampa� saat �n� belum 

d�terb�tkan peraturan pemer�ntah 
sebaga� peraturan pelaksanaan dar� 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur S�p�l Negara, 
maka dem� adanya kepast�an hukum 
dalam pengangkatan jabatan sekretar�s 
daerah perlu segera d�terb�tkan 
peraturan pemer�ntah sebaga� peraturan 
pelaksanaan dar� Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
S�p�l Negara dan bag� Pegawa� Neger� 
S�p�l yang bert�ndak t�dak netral dalam 
pem�l�han kepala daerah dan wak�l 
kepala daerah agar d�kenakan sanks� 
yang tegas sesua� dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.
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